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ANALISISTERHADAP KEABSAHAN PANGGILAN SIDANG
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semar ang)

A. Analisis Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media
Elektronik
Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenagygilan para pihak
dengan menggunakan media elektronik dengan jalarmbaedingkan
pertimbangan para Hakim Pengadilan Agama Semasamgy mana berkenaan
dengan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut
Secara yuridis surat panggildrelaas), dalam hukum acara perdata
dikatagorikan sebagai akta autentik. Dalam PasalHIR dan 285 RBg, serta
1868 B.W disebutkan bahwa akta autektik adalahusa&ta yang dibuat
dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telamtditan oleh undang-
undang yang berlaku dalam hukum acara Islam juga memandang penting
dokumen tertulis sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
2521 flosd 1 LS &1 A
Artinya:* Marilah aku tuliskan untuk kalian sebuah wasiaing akan

menjadikan
kalian tidak akan tersesat Edtevasiat itu dituliskan”

! Elise T. Sulistini S.H dan Drs. Rudy T. Erwin SPetunjuk Praktis Penyelesaian Perkara
Perdata Cet-2, Bina Aksara,Jakarta,1987, h.63

? Hadis ini diriwayatkan dalarhahih Bukhri juz-7 hadist nomer7366itab al-I'tisam bi al-
kitab wa al-sunnahDaarul Kutub Alamiyyah, Beirut-Lebanon, hal 512
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Nilai berharga dari dokumen tertulis menurut hadsisulullah diatas
adalah bahwa dokumen tertulis menutup terjadinyagfisihan. Artinya, segala
beda pendapat yang tajam akan sirna jika merujplada dokumen tertulis itu
dalam segala hal. Maka apa yang termuat dalamasrdlarus dianggap benar
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Al-Qur'an juga memerintahkan para pelaku transak#uk mencatat
transaksinya dalam bentuk tertulis yakni tercantimlam surat Al- Bagoroh

ayat 282

Jaally a8 i K 586 2aa sl Q) 3, 25080
Artinya: “ Apabila kamu melakukan utang piutang untuk wakngya
ditentukannya hendaklah kamu mskahnya, dan hendaklah
seorang penulis diantara kamu ntienya dengan benar”(
QS.Bagoroh:282)

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdatatadadnyampaikan
secara resmioffical) dan patut(propeely) kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhintdaksanakan hal-hal
yang diminta dan diperintahkan majlis hakim atawngaelilan. Sedangkan
definisi panggilan sendiri adalah merupakan suabsgs didalam penyelesaian

suatu perkara yang sedang disidangkan oleh maksrhdalam persidangan,

pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita terhadhplkppihak yang berperkara

3 Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadAgama (Edisi
Revisi) Prenada Media, Jakarta, 2005, hal..136

* Al- quranul Karim dan Terjemah Bahasa Indone@gat Pojok), Menara Kudus, Kudus, hal
48
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haruslah dilaksanakan secara resmi dan patut. Dal@manggil para pihak
secara resmi dan patut merupakan kewajiban baggapdan. Kelalaian
memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pkssemn dan putusan,
meskipun para pihak hadir dalam persidangan. Seigperiksaan perkara
dalam persidangan dimulai sesudah diajukan satagiemnan atau gugatan dan
pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menketéntuan yang berlaku.

Berkaitan dengan pemanggilan dan pemberitahuarsgutserta petugas
dan tata caranya telah diatur secara detail daksal @122, 390 HIR, 146,718
R.Bg dan pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan f#88a140 Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 138:

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yamgnariksa
gugatan perceraian, baik penggugat maupun terguafat) kuasa
mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang teuse

(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebgaimana taersetfalam
ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk KeRemngadilan
Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersateyku
Apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan
disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.

(4) Panggilan sebagaimana yang disebut dalam ayat (Bkakan
dan disampaikan secara patut dan sudah diterimh pkenggugat
maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lamaa@nffiga)
hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinaurat
gugatan.

Dalam Pasal 139:

®> Ahmad MujahidinPembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan AgamaMahkamah
Syar’iyah di IndonesialKAHI, Jakarta, Pebruari 2008, cet.1, hal. 156.
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(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atngugat tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilaakakian
dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengamdm
Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui sau at
beberapa surat kabar atau mass media lain yangaptean oleh
Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman amelalui surat kabar atau surat-surdiakaatau
mass media tersebut pada ayat (1) dilakukan sebaydua)
kali dengan tenggang waktu satu bulan antara penguoam
pertama dengan yang kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan yang terakhir selrmgna
yang dimaksud pada ayat (2) dengan persidangantagikan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebgaimana yang dimakdgaidm
ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidakitaghugatan
diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabilaggtan itu
tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140:

“ Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimdkdalam
pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melaleiriakilan
Republik Indonesia setempét.”

Pemanggilan dalam proses Hukum Acara Peradilan Agandilakukan
oleh juru sita atau juru sita pengganti yang umas memanggil para pihak
khususnya pemanggilan diluar yuridiksi pengadilaering kali dijumpai
berbagai kendala dan hambatan yang mengakibatkagataeni keterlambatan
dalam proses penyelesaian perkara karena terbeengan proses prosedural
sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yamakbe Beberapa kendala
tersebut antara lain:

1. Suatu panggilan yang dilakukan oleh petugas din@ara pihak

tidak berada ditempat kediamannya, maka pemangditampaikan

® Kompilasi Hukum Islam,(Cet: ke-3, Yogyakarta: kst Widyatama,2006) hal 63-64
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melalui Kepala Desa atau Lurah. Dalam praktrek peygidan
jurusita mengalami kesulitan antara lain karenakjantara rumah
para pihak dengan kantor kepala desa cukup jauhatan sering
dijumpai kepala desa dan aparatnya tidak beradangdt dan dalam
praktek dijumpai juga kepala desa tidak mengenafareya karena
wilayahnya sangat luas dan penduduknya sangat ,padhingga
jurusita kembali lagi dan mengulangi panggilan paalia berikutnya.
2. Suatu panggilan yang dilakukan diluar yurisdiksirisgy mengalami
keterlambatan antara lain relaas belum diterimaeséana waktu
sidang telah tiba sehingga akibatnya sidang ditumelzerapa kali,
hal ini karena keterlambatan petugas dalam melakpkaggilan dan
pengiriman serta waktu pengiriman melalui pos jogenakan waktu

yang lama.

Berkaitan dengan beberapa kendala yang terseblteddaapa alternatif
jalan keluar yang dilakukan oleh sebagian pengad#ahingga kendala tersebut

dapat diminimalisir antara lain:

a. Jika para pihak tidak berada ditempat kediamannyakam
panggilan dilakukan melalui ketua RT. Hal ini kaaeketua Rt
lah yang dekat dan mengetahu persis warganya, plisgnitu
jarak parapihak dengan pejabat RT relatif agak daksnding

dengan kantor Kepala Desa.
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b. Bagi panggilan diluar yurisdiksi atau para pihakhgaberada
sangat jauh telah memanfatkan fasilitas teknolagitara lain
panggilan dilakukan melalui faximile, dan ada pegradajuga

yang menyarankan melalui E-mail, Surat Pos dan&mse.

Bagi Badilag hal semacam ini bukan merupakan shatuyang baru
lagi, namun Badilag pernah melakukan pemanfaatamotegi surat panggilan
sidang secara online untuk menunjang panggilan laefadio dan koran.
Adapun payung hukumnya adalah rumusan hasil diskekimpok bidang
Peradilan Agama pada RAKERNAS MARI Tahun 2007 yadetentuan untuk
Pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 dapat menggunakaii nen seperti

internet’

Bila ditinjau secara yuridis, Filosopis, dan Sasgé panggilan melalui
Faximile, E-mail, Surat Pos dan sms Centre terdhpalbagai pertimbangan

yang kiranya perlu untuk dibahas yakni:

1) Panggilan melalui Faximile
Secara yuridis: panggilan melalui fax sepanjangakiichda
penyangkalan, relaas tersebut harusnya diterimakigy relas
asli (biasa). Jika relaas tersebut diakui secaraurhumaka

dengan sendirinya proses otentikasi atas data rakagakuinya,

" Makalah oleh , Drs. H. Asrori, S.HRendapat Hukum Mengenai Panggilan Melalui Rt,
Faximilie, E-Mail Surat Pos Dan Sms Centre ( Kajalam Perspektif Yuridis, Pilosofis dan
sosiologis) diakses tanggal 24 Agustus 2012
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hal ini karena proses otentikasi adalah persoaékmotogi,
sedangkan pengakuan dokumen elektronik menyangkut
pengakuan secara formal dalam peraturan perundaieyagan
dan dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan:cthmiasi
elektronik dan/ atau merupakan alat bukti yang sdéigan
demikian mesin fax yang digunakan dalam relaaselbeits
merupakan perangkat teknologi yang sesuai deng&antkan
pasal 16 UU ITE.

Secara filosofis: yakni menyangkut tujuan yang nasad
diadakannya suatu panggilan. Sejauh panggilan bietse
menunjang asas hukum acara yaitu peradilan dilaksansecara
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kenyataannpggiban
melalui fax lebih cepat dibandingkan dengan paaggibiasa
serta biaya yang relatif lebih murah dan dilakukdengan
sederhana.

Secara sosiologis: panggilan yang dilakukan melafiax
merupakan dampak ilmu pengetahuan dan teknologsudnya
teknologi informasi yang faktanya sangat membemke&ahan
aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan suatygifsm
dan imbasnya memberi kepuasan para pihak yang mana
prosesnya tidak berjalan dengan waktu yang teldmha. Secara

sosiologis seharusnya hukum itu tidak mati, mekamlselalu
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mengikuti perkambangan masyarakat termasuk perkeyaba
teknologi informasi.

2) Panggilan Melalui Email
Secara yuridis: Panggilan melalui email sejauh bisa
ditandatangani oleh aparat pengadilan dan parpitian tidak
disangkal oleh para pihak dipersidangan maka p&ngtgrsebut
tidak bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU ITEkdagna itu
sah secara hukum. Sebaliknya jika panggilan tetdatak dapat
ditanda tangani oleh aparat peradilan dan parakpih@ka
panggilan tersebut tidak memenuhi persyaratan mhat@n
formil sehingga panggilan tersebut tidak sah selcakam.
Secara filosofis: panggilan yang dilakukan mela&mail justru
akan membuat proses peradilan menjadi tidak sedrteal ini
karena panggilan melalui e-mail dapat diketahu jdara pihak
membuka e-mailnya, namun bila tidak membuka e-maimaka
para pihak tersebut tidak mengetahui panggilanngidarsebut,
sehingga tujuan yang paling mendasar diadakan pangidang
agar para pihak mengetahui adanya jadwal persidatigak
mencapai secara maksimal.
Secara sosiologis: panggilan melalui E-mail belusmberikan

dampak kepuasan dan rasa keadilan kepada para jpémaari

8 |bid, Makalah oleh , Drs. H. Asrori, S.HRendapat Hukum Mengenai Panggilan Melalui Rt,
Faximilie, E-Mail Surat Pos Dan Sms Centre ( Kajalam Perspektif Yuridis, Pilosofis dan sosiolggis
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keadilan, karena justru panggilan melalu E-mail amnrkya
memberi kemudahan beracara tetapi justru menjadikait dan
bertele-tele. Oleh karena itu perkambangan tekmnaidgrmasi
melalui produk e-mail belum cocok digunakan olemagéan

untuk panggilan sidang.

3) Panggilan melalui Surat Pos

Secara Yuridis: jka panggilan tersebut sampai kapmldak yang
dipanggil dan karena relaas tersebut ditanda tangkam
dikirimkan kembali kepada Pengadilan baik itu mél&#os atau
dibawa saat sidang, maka panggilan tersebut satrasbakum,
karena telah dilakukan panggilan secara patut esmit

Secara filosofis: panggilan yang dilakukan melagBurat Pos
memungkinkan panggilan tersebut tidak diterima elzngsung
oleh para pihak, yang akibatnya para pihak tidakhgetahui
akan adanya jadwal persidangan. Disamping itu figaggilan
tersebut ditujukan kepada pihak yang mengajukan
(penggugat/pemohon) maka bisa dipastikan pihalelietsakan
kooperatif, tetapi jika panggilan itu ditujukan leela pihak
tergugat atau termohon yang justru dirinya tidakngieginkan

adanya gugatan tersebut, maka besar kemungkinguyadakan

® Wawancara bersama bapak Drs. Wan Ahmad (Hakimaeiiag Agama Semarang) pada hari
kamis tanggal 18 Oktober 2012
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bersifat acuh tak acuh dan tidak koopratif dengara aelaas
tersebut tidak akan dikirim kembali kepada Pengadihgama
yang memanggil sidang. Akibat yang mendasar adatiEnya
suatu panggilan tidak tercapai secara maksimal.

Secara Sosiologis: panggilan melalui surat postidak jauh
berbeda dengan panggilan melalui E-mail, sehingamt @i
panggilan tersebut belum layak untuk diterapkan.

Panggilan melalui SMS Centre

Secara yuridis: panggilan melalui SMS Centre slidiari payung
hukumnya, karena banyak kelemahan yang berakibaggdan
tersebut tidak memenuhi persyaratan materil damifosuatu
panggilan. Apabila hal tersebut hanya sekedar nmésr
pemberitahuan persidangan, sedangkan bukti panggdeap
merujuk kepada panggilan biasa dan ditanda tangiahi para
pihak di kantor Pengadilan, jika para pihak titakeratan maka
hal tersebut bisa diakomodir, akan tetapi jika lsadatu pihak
berkeberatan maka panggilan tersebut cacat sectananh
Secara filosofis: sejauh para pihak selalu menfi@kti telepon
celulernya, maka para pihak akan lebih cepat mahget
informasi akan adanya persidangan, hanya persos¢@ara

formil panggilan tersebut sulit untuk diminutasiré@a format
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panggilannya selama ini hanya merujuk kepada fopaaggilan
biasa dan belum diformat panggilan melalui SMS @ent

Secara Sosiologis: panggilan melalui SMS Centreasjel
memberikan kemudahan para pihak karena dalam wgkig
singkat para pihak mengetahui informasi akan adanya
persidangan, sebaliknya bagi peradilan terutamdismiagkim,
panggilan melalui SMS centre justru akan menyutitiialam
melakukan minutasi berkas. Jadi sama halnya peniangg
melalui Surat Pos dan E-mail, pemanggialan meBl§ Centre

juga belum layak diterapkan dalam penyelesaiangpark

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang

M engenai Pemanggilan Sidang dengan M enggunakan M edia Elektronik
Menurut Pertimbangan dari Hakim Pengadilan AgamaneBang

mengenai keabsahan panggilan sidang dengan menggungedia elektronik
ini, berdasarkan ketentuan pada pasal 5 UU ITEigendsih ambivalen, dalam
ayat (1) berbunyi: “Informasi Elektronik dan / atdakumen elektronik dan/
atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang $at8edangkan pada pasal 5
UU ITE ayat (4) menyebutkan bahwa: *“ ketentuan geeai Informasi
elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaindimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku untuk:

0 YU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1)
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1. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dakmuk
tertulis, dan

2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-unkdancs
dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleba¢jpembuat

akta.

Pengertian mengenai bentuk tertulis ini dalam pad8al ayat (1) HIR dan
pasal 5 UU ITE diatas, perlu kiranya diperhatikagrlymsan. Dalam pasal

tersebut membenarkan bentuk tertulis ini meliputi:

a. Telegram
b. Surat tercatat
Sebagai contohnya adalah panggilan melalui faxinilalam kasus-

kasus yang tabayun yakni dengan meminta bantuaadkePengadilan Agama
lain dalam pemanggilan sidang, khususnya yang Bberdiduar wilayah
yurisdiksi peradilan yang dituju, terkadang padat sdibuka relaas aslinya
belum datang. Sehingga Pengadilan Agama yang dinbahtuan mengirimkan
faximilenya sebagai bukti bahwa para pihak telapahggil untuk memenuhi
panggilan sidang yang telah ditentukan. Kendatiikieam Pengadilan Agama
berpendapat bahwa faximile tersebut dianggap sslasdengan ketentuan juru
sita. Sudah menjadi kebiasaan dari Pengadilan Ag&w®marang selaku
pengadilan yang menangani perkara tersebut, ddmhalempunyai keyakinan
bahwa relaas aslinya akan datang, sehingga denigeataltli melalui faximile

tesebut hakim bisa menempuh langkah selanjutnyakumelakukan proses
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persidangan. Faximile tersebut sebagai surat ygmyahya untuk menangani

perkara yang diajukan oleh para pitak.

Dilihat dari kemungkinan secara yuridis, filosofgan sosiologis dan
pertimbangan hukum dari majlis hakim PengadilaarAg Semarang mengenai
panggilan sidang melalui media elektronik yaitu megaximile ini bisa
dianggap sah apabila juru sita telah memenuhi keten — ketentuan
pemanggilan yang ada, karena juga mendukung asaslilpe yang cepat,
sederhana dan biaya ringan yang ternyata pangtgi@ebut biayanya relatif
murah dan tidak berbelit-belit. Namun lain halnyangan panggilan melalui
E-mail dan Sms Centre, kedua alat informasi elektraersebut belum bisa
dijadikan pemanggilan yang layak untuk digunak&®noses dalam pemanggilan
melalui e-mail yang tidak sederhana, sulit dan dbestele, karena suatu
panggilan bisa diketahui apabila para pihak memUdakmailnya. Sedangkan
bila melalui SMS Centre mengenai keabsahannyapuma shalnya dengan
panggilan melalui E-mail yakni belum layak digunakatapi memberi
kemudahan bagi para pihak namun disisi lain metkari hakim dalam

minutasi perkara.

1 Hasil wawancara bersama dengan Bp. Drs. Wan At{kakim PA Semarang) pada hari
Kamis 18 Oktober 2012



